BAB llI
KETENTUAN KHI PASAL 153 AYAT (5) TENTANG |IDDAH BAGI
PEREMPUAN YANG BERHENTI HAID KETIKA MENJALANI MASA

IDDAH KARENA MENYUSUI

A. Sekilas Pandangan Tentang Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai salah s&ntara sekian
banyak karya besar umat Islam Indonesia dalam eamg&mberi arti yang
lebih positif bagi kehidupan beragamannya dalangkankebangkitan umat
islam Indonesia. Secara tidak langsung ia juga fleése tingkat keberhasilan
tersebut. Sehingga dengan membaca karya terselautg oakan dapat
memberikan penilaian tingkat kemampuan umat Islaalard proses
pembentukan hukum. Akan tetapi, karena Kompilaskudu Islam harus
dilihat bukan sebagai sebuah final, maka kita jdgpat melihatnya sebagai
salah satu jenjang dalam usaha tersebut dan sekajima menjadi batu
loncatan untuk meraih keberhasilan yang lebih dinmasndatang.

Bagi umat Islam Indonesia betapapun kondisinya KtasipHukum
Islam yang kita perbincangkan ini harus diterimbaggi hasil yang optimal.
Karya ini perlu lebih dimasyarakatkan sitengah-tdngmat sehingga mereka
dapat mengetahui, memahami dan melaksanakan daiaktelp kehidupan

sehari-hari. Dalam rangka inilah pertama-tama rtasktulis, sehingga apa

! AbdurrahmanKompilasi Hukum IslamJakarta: Akademika Presindo, tth, him. 6.
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yang kita sebut sebagai Kompilasi Hukum Islam dapewnjadi lebih tersebar
luas dikenalkan oleh masyaraKat.
1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Secara estimologis,”"Kompilasi” berarti suatu kungwul atau
himpunar® atau kumpulan yang tersusun secara tefatitompilasi”
diambil dari kata “compilare” (bahasa latil) yang mempunyai arti
mengumpulkan bersama-sama. Kata yang berasal dsrash latin
kemudian dalam bahasa Inggris menjaainpalationyang berarti karangan
yang tersusun dari kutipan-kutipan buku [@iban dalam bahasa Belanda
menjadi compilate yang mengandung arti kumpulan dari lain-lain
karangarl.

Ditinjau dari sudut bahasa kompilasi adalah kegiggengumpulan
dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari bgeh buku atau tulisan
mengenai suatu persoalan tertentu. Pengumpulannbdhda berbagai
sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang tiennetuk ditulis dalam
suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan émua bahan yang

diperlukan dapat dikemukakan dengan mutah.

2 | bid.

3 Jhon. M, Eclosh dan Hasan Shad&gmus Inggris IndonesigAn English-Indonesian
Dictionary), cet. XVII. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utamap188n. 132.

4 Dekdikbud RIKamus Besar Bahasa Indoneslakarta: Balai Pustaka, 1990, him. 456.

® C. Kruyskampen F. De Tollanaer¥an Dale’s Xileuw Groart Waardenbook Der
Nederlandse Taalravenhage: Martimus Nijhoff, 1950, him. 345.

® S. Wojowasito dan W. J. S. Poerdarmiramus Lengkap Inggris Indonesia-Indonesia
Inggris, Jakarta: Hasta, 1982, him. 88.

’s. WojowasitoKamus umum Belanda Indonesiakarta: PT. Ichtiar Baru-Van Hoeve,
1981, him. 213.

8 Ahmad Rofig,Pembaharuan Hukum Islam di Indonesfagyakarta: Gama Media, 2000,
him. 76.
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Kompilasi menurut hukum adalah tidak lain dari wsdb buku
hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian ataarbbahan hukum
tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum.

Hukum islam dalam figh adalah hukum yang bersumtben
disalurkan dari hukum syari’at islam yang terdagatam Al-Qur'an dan
Sunnah Nabi Muhamad SAW. Kemudian diembangkan migialad oleh
para Ulama’ ahli figh yang memenuhi syarat untukjilbhed dengan cara-
cara yang telah ditetapkdhAdapun Kompilasi Hukum Islam Indonesia
yang telah ditetapkan dengan Inpres No. 1 199k tdanyebutkan secara
tegas bagaimana pengertian Kompilasi Hukum Isfam.

Akan tetapi di lihat dari rencana kegiatan yangsaegkutan yaitu
untuk menghimpun bahan-bahan hukum yang diperlskdagai pedoman
dalam bidang hukum material sebagia para hakinmgklingan peradilan
agama. Bahan-bahan yang dimaksud siangkat daderkitab yang biasa
digunakan sebagai sumber pengambilan dalam pemetaplum yang
digunakan oleh para hakim dan bahan-bahan lainaya Yyerhubungan
dengan itu. Maka dapat dikemukakan bahwa yang ikhart dengan
kompilasi dalam pengertian Kompilasi Hukum Islam adalah merupaka
rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diagiabilberbagai kitab
yang ditulis oleh para Ulama’ figh yang biasa djuerakan sebagai

referansi pada Pengadilan Agama untuk diolah d&endbangkan serta

° Abdurrahmangp.cit, him. 12

10 Mohammad Daud AliAsas-asas Hukum Isladakarta: Rajawali Pers, 1990, him. 190

1 Marzuki Wahid dan RumadFigih Madzab Negara Kritik Atas Politik Hukum Negar
Islam di Indonesiacet 1, Yogyakarta: LKIS, 2001, him. 144.
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dihimpun kedalam satu himpunan. Himpunan tersemilah yang
dinamakan kompilas?
. Proses Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Bila mana kita menganggap usaha penyusunan Kompilasaim
Islam adalah merupakan bagian dari upaya kita dadéengka mencari pola
figh yang bersifat kontekstual maka proses iniitddarlangsung lama sekali
sejalan dengan kemunculan ide-ide pembaharuan dadamkiran Hukum
Islam Indonesi, yang antara lain dipelopori olebfPHazairin, Prof. Hasbi
Asy Shiddigy dan sebagainya. Akan tetapi, kalaa kitat secara lebih
sempit lagi ini merupakan suatu rangkaian proses) yeerlangsung sejak
tahun 19853

Gagasan untuk mengadakan Kompilasi Hukum Islanmdbriesia
untuk pertama kali diumumkan oleh Metri Agama RlurMwir Sadzali,
MA pada bulan Februari 1985 dalam ceramahnya didepghasiswa IAIN
Sunan Ampel Surabaya, semenjak itu ide ini mengdilg dan mendapat
sambutan hangat dari berbagai pifiak.

Menurut Abdul Chalim Mohammad gagasan untuk melakuk
Kompilasi Hukum Islam ini pada awal mulanya setelgb tahun lebih
Mahkamah Agung terlibat dalam kegiatan pembnaaaréddan Peradilan
Agama dan dalam penataran-penataran keterampikanis teustisial para
hakim agama baik ditingkat nasional maupun regiofsdlanjutnya ia

mengutip pidato sambutan Bustanul Arifin pada upmcpembukaan

2 Abdurrahmanep.cit, him. 14.
13 |bid, him. 31.
4 |bid.
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pelaksanaan wawancara dengan para alim Ulamaise Tianur tanggal 16

Oktober 1985 yang menyatakan bahwa dalam rapatngabu antara

Mahkamah Agung dan Departemen Agama telah diperdsiempurnaan

pembinaan badan-badan Peradilan Agama besertatrafzafaanya dapat

dicapai antara lain:

a. Memberikan dasar-dasar formal: kepastian hukunddimg hukum acara
dan dalam susunan kekuasaan Peradilan Agama dastikep hukum
(legal security dibidang hukum materf'il.

b. Demi mencapainy&egal securitybagi para hakim, bagi pajastiabelen
(orang awam pencari keadilan) maupun bagi masyailakam sendiri
perlu aturan-aturan hukum islam yang tersebar ifuingun atau
dikompilasi dalam buku-buku hukum tentang perkawifmunakahgt
mawaris faraid), dan wakaf?

Dalam tulisanya yang lain Bustanul Arifin mengenkea lebih
jelas lagi mengenai hal tersebut. Dikatakan bahdeaKompilasi Hukum
Islam timbul setelah berjalan dua setengah tahuhkistaah Agung (MA)
membina bidang teknis yustisial Peradilan AgamagaBupembinaan ini
berdasar pada Undang-undang No. 14 tahun 1970 mangntukan bahwa
peraturan personal, keuangan dan organisasi Péaggdingadilan yang
ada diserahkan kepada departemen masing-masingn@eth pengaturan
teknis yudistial ditangani oleh Mahkamah Agung. Mpsn Undang-

undang tersebut telah ditetapkan tahun 1970, akgapit pelaksanaan

15 pid, him. 32.
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dilingkungan Peradilan Agama baru bisa dilakukasap@hun 1982 setelah
ditandatangani Surat keputusan Bersama (SKB) oletua& Mahkamah
Agung dan Mentri Agama. SKB itu merupakan jalartgsrtanpa menunggu
lahirnya Undang-undang pelaksanaan Undang-undangl®dahun 1970
diatas untuk Peradilan Agarm.

Melalui Keputusan Bersama ketua Mahkamah AgungMantri
Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan R®B.tahun 1985
tentang penunjukan pelaksanaan proyek pembanngthskum Islam
melalui Yurisprudensi dimulailah kegiatan proyek medksud yang
berlangsung untuk jangka waktu 2 tahun. Pelaksapeayek ini kemudian
didukung oleh keputusan Presiden No. 191/1985 &n@@ Desember
19857

Menurut Surat Keputusan Bersama tersebut ditetafdamva
pimpinan Umum dari proyek adalah Prof. BustanufiAyiSH. Ketua Muda
Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agumpale dibantu
dua orang Wakil Pimpinan Umum masing-masing HR.kDj&oegianto,
SH ketua muda urusan lingkungan peradilan umumnigiddukum Perdata
tidak tertulis Mahkamah Agung dan H. Zaeni Dahlsid\, direktur Jendral
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen A§ama.

Sebagai pelaksana pimpinan proyek adalah H. MaBasrian, SH
Hakim Agung Mahkamah Agung dengan wakil pimpinaakpbna H.

Mucthar Zarkasih, SH ketua muda urusan lingkungamadilan Agama

18 1hid, him. 33.
7 |bid, him. 34.
18 | bid.
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Islam Departemen Agama. Sebagai sekertaris adalahiés Sugondo, SH,
direktur direktorat hukum dan Peradilan Mahkamahugg dengan wakil
sekertaris Drs. Marfuddin Kosasih, SH. BendahaedaddAlex Marbun dari
Mahkamah Agung dan Drs. Kadi dari Departemen AgaDisaming itu
ada pula pelaksana bidang yang meliputi:
a. Pelaksana bidang kitab atau yurisprudensi:

1. Prof. H. Ibrahim Husain LML (dari Majlis Ulama’)

2. Prof. H. MD. Kholid, SH (hakim agung Mahkamah Agling

3. Wasit Aulawi MA (pejabat Departemen Agama)
b. Pelaksana bidang wawancara:

1. M. Yahya Harahap, SH (Hakim Agung Mahkamah Agung);

2. Abdul Ghoni Abdullah (Pejabat Departemen Agama).
c. Pelaksana bidang pengumpulan dan pengelolaan data:

1. H. Amiroedin Noer, SH (Hakim Agung Mahkamah Agung);

2. Drs. Muhaimin Nur, SH (Pejabat Departemen Agata).

Selanjutnya dengan surat keputusan pimpinan pelakgaoyek
tanggal 24 April 1985 No. 01/MA/PPHI/85 telah disastim pelaksana
yang bersifat lebih administrativ lagi dalam mermungj pelaksanaan proyek
yang bersangkutaf.
Munurut lampiran surat keputusan bersama 21 M#£8% tersebut

di atas ditentukan bahwa tugas pokok proyek tetsetualah untuk

melaksanakan usaha pembangunan Hukum Islam mefahisprudensi

19 |pbid. HIm.35.
20 |pid.
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dengan jalan kompilasi hukum. Sasaran mengkaji bKiteab yang
dipergunakan landasan putusan-putusan hakim agauvaisedengan
perkembangan masyarakat Indonesia untuk menujuniuiasional. Untuk
menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka prg@&kbangunan
Hukum Islam melalui yurisprudensi dilakukan dengara:

a. Pengkajian kitab figh;

b. Wawancara dengan para Ulama’;

(g

. Yurisprudensi Pengadilan Agama,;

o

. Studi banding hukum dengan negara lain;

. Lokakarya atau seminar materi hukum untuk Pengadigama?’

D

Bidang yang digarap dengan usaha ini adalah biddnkgum
Perkawinan, Hukum Kewarisan, Wakaf, Hibah, Shodadaitul Mal dan
lain-lain menjadi kewenangan Pengadilan Agama.l&ejdengan apa yang
dilakukan diatas, maka pelaksanaan penyusunan lkasnni dilakukan
melalui beberapa tahap, yaitu:

a. Tahap | : Tahap persiapan
b. Tahab II : Tahap pengumpulan data, melalui:
1) Jalur Ulama’
2) Jalur kitab-kitab figh
3) Jalur yurisprudensi Peradilan Agama
4) Jalur studi perbandingan di Negara-negara lain ddnysa di Negara-

negara timur tengah.

21 |bid. HIm.36
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c. Tahap Il : Tahap penyusunan rancangan Kompilagiuiru Islam
dari data-data tersebut

d. Tahap IV  : Tahap penyempurnaan dengan mengumpufiesukan-
masukan akhir dari para ulama’ atau cendikiawan limuseluruh
indonesia yang ditunjuk melalui lokakar¥fa.

a. Jalur Kitab.
Menurut M. Yahya Harahap, pengumpulan data mekdur jkitab,
operasionalnya secara singkat adalah sebagai beriku

a) Penentuan kitab figh yang dijadikan bahan penghkajiantara lain
I'anatut Tholibin, Targhibul Mukhtar, Al Fighu ‘Aldadzhibil Arba’ah,
Fighul Qodir,danlain sebagainya).

b) Pelaksanaan dipercayakan kepada beberapa Insgjguh# Islam Negeri
(IAIN) ayang pnandatanganan kerjasmanya dilakukagdal 19 Maret
1986 antara Menteri Agama dengan Rektor IAIN yaitg§uk.

c¢) Dari kitab-kitab figh tadi, akan dirumuskan kesirtgrusingkat pendapat
hukum sesuai rincian masalah yang disusun pafitia.

b. Jalur Ulama’
Keterlibatan lain dalam proses penyusunan kompifagium Islam,
pihak Ulama’ dijadikan sebagai respontfedian diundang sebagai peserta
lokakarya pembangunan Hukum Islam malalui Yurispngl Menurut

cacatan pelaksanaan proyek, wawancara terhadapujsana dilakukan di

*2bid, him. 37

%3 |bid, him. 38-39

4 Kualifakasi Ulama’ yang masuk dalam daftar responddalah Ulama’-ulama’ pilihan
yang bener-benar diperkkirakan berpengetahuan cd&nperwibawa. Selain itu, ipertimbangkan
juga kelengkapan geografis dari jangkauan wibawa.



45

10 lokasi wilayah PTA, dengan melibatkan 185 Ulardahgan rincian

sebagai berikut:

1. Wilayah Banda Aceh : 20 Ulama’
2. Wilayah Medan : 19 Ulama’
3. Wilayah Padang : 20 Ulama’
4. Wilayah Palembang : 20 Ulama’
5. Wilayah Bandung : 16 Ulama’
6. Wilayah Surakarta : 18 Ulama’
7. Wilayah Surabaya : 18 Ulama’
8. Wilayah Banjarmasin : 15 Ulama’

9. Wilayah Ujung Pandang : 19 Ulama’
10. Wilayah Mataram : 20 Ulama’

Wawancara dilakukan oleh tim PTA pelaksana proyg&ntbah
dengan wakil dari PTA wilayah responden. Wawanchmagan para Alim
Ulama’ ini panitia pusat telah sepakat untuk memake carapertama,
dengan mempertemukan mereka untuk diwawancaraarmearsamakedua,
mewancarai secara terpisah jika cara pertama tidakgkin dilaksanakan.
Dari wawancara ini juga diharapkan akan diperolahars-saran tetang
pemakaian kitab dan madzab rujukan.

. Jalur Yurisprudensi

% Abdurrahmangp.cit. him. 41
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Berkenan mengenai pengharapan melalui jalur yurisgpnsi® tidak
banyak keterangan yang diberikan oleh para pemutisgenai kompilasi.
Dalam hal uraian mengenai sejarah Kompilasi Hukalam yang termuat
dalam Kompilasi Hukum Agama bahwa penelitian yursensi
dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Badan Haradhgama Islam
Terhadap Putusan Pengadilan Agama yang telah dimrdplam 16 buku,
yaitu:

1) Himpunan putusan PA/PTA 3 buku, yaitu terbitan TaHi®76/1977,
1977/1978, 1978/1979, dan 1980/1981.

2) Himpunan fatwa 3 buku, yaitu terbitan tahun 19782,9.979/1980, dan
1980/1981.

3) Yurisprudensi PA 5 buku, vyaituyaitu terbitan tahur®77/1978,
1978/1979, 1981/1982, 1982/1983, dan 1983/1984.

4) Law Raport 4 buku, yaitu terbitan tahun 1977/197878/1979,
1981/1982, dan 1983/1984.

d. Jalur Studi Banding

Kemudian melalui pelaksanaan jalur keempat sebagam
dikemukakan dalam uraian dimuka adalah dengan miedakstudi banding
ke beberapa Negara. Melalui studi banding ini menBustanul Arifin kita

pelajari bagaimana Negara-negara yang memberlakikdoum Islam,

% Yurispridensi yang dimaksud adaldbrisprudentie(Belanda), yakni putusan-putusan
pengadilan yang dianggap sebagai satu hukum. Kdnidmaudah ada suatlwrisprudentieyang
tetap, maka hal ini akan selalu diikuti oleh hakiakim dalam memberikan putusannya dalam
soal serupa. Lihat di, J.C.T. Simongkir, dkkamus Hukumhlm. 78: Yan Pramadya Puspa,
Kamus Hukumhim. 927-928.

" bid, him. 43-44
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yakni bidang-bidang yang akan dikompilasi di Indgiae Jalur ini
dilaksanakan dengan mengunjungi beberapa Negaaan Isintara lain,
Pakistan, Mesir dan Turki. Kemungkinan besar karegtarbatasan dana,
pelaksanaanya bisa dipercayakan kepada mahassisgdgrada disarfi.

Dalam uraian mengenai sejarah Kompilasi Hukum Islain
Indosesia yang termuat dalam Kompilasi Hukum Istiidimdonesia terbitan
Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama dikekarkdbahwa studi
perbandingan dilaksanakan ke Timur Tengah.

Studi banding yang dilaksanakan oleh H. Masranr&@aSH, Hakim
Agung Mahkamah Agung Rl dan H. Muctar Zarkasi SHrekiur
Pembinaan Badan Peradilan Agama RI. Informasi bahasukan yang
diperoleh adalah:

1) Sistem Peradilan

2) MasuknyaSyari'ah Lawdan dalam tata arus Tata Hukum Nasional

3) Sumber-sumber hukum dan materiil yang menjadi pgaafterapan
hukum di bidang Ahwalussakhsiyahyang menyangkut kepentingan
muslim

. Seminar dan Lokakarya

Jalur ini tidak saja diadakan oleh panitia resnaypk penyusunan
Kompilasi, tetapi sebelum pada akhirnya disepaKatnpilasi, beberapa
Organisasi Islam mengadakan seminar. DiantaranygelislaTarjih

Muhammadiyah tanggal 8-9 April 1986 di kampus Ursitas

28 |bid, him. 44
29 Marzuki Wahidop.cit. him. 158
%0 Ibid, him. 159
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Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), dihadiri Mentri Agandan ketua
MUI, Hasan Basri. Sedangkan Nahdatul Ulama (NU) alaWimur
mengadakarBahsul Masailtiga kali di pondok pesantren Tambak Beras,
Lumajang dan Sidoarjd.

Lokakarya ini memperlihatkan puncak perkembangamiliean
figh Indonesia. Pada kesempatan itu hadir tokohmédlafigh dari
Organisasi-organisasi Islam, Ulama figh dari peawgar tinggi, dari
masyarakat umum dan diperkirakan dari semua lapifama’ figh ikut
dalam pembahasan hukum sehingga patut dinilai sedgga’ Ulama’
Indonesia®?

Pelaksanaan lokakarya diikuti oleh 124 orang paseari seluruh
Indonesia. Yang terdiri dari ketua umum Majlis UkirRropinsi, para ketua
Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia, bebeoagag Rektor IAIN,
beberapa Dekan Fakultas Syari'ah IAIN, sejumlahiln@kganisasi Islam,
sejumlah Ulama’ dan sejumlah cendekiawan muslimk ki daerah
maupun di pusat, tidak ketinggalan pula wakil oigasi wanita’>

Lokakarya disebut berlangsung lima hari, mulai dtat 2-6
Februari 1988) bertempat di Hotel Chanda Jakaitaykd oleh ketua H.
Mahkamah Agung Ali Said SH. Juga memberi kata saambwMentri
Agama RI H. Munawir Sadali MA. Setelah pembukaammgnan proyek

Prof. Bustanul Arifin. SH memberikan beberapa pespgn berkenaan

31 Ahmad Rofig,op.cit. him. 93
32 Abdurrahmangp.cit. him. 46
* Ibid, him. 47
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dengan materi lokakarya, dan peserta lokakaryagdibanjadi tiga komisi,

antara lain:

a) Komisi | bidang Hukum Perkawinan di ketuai oleh Yahaya Harahap
DH, sekertaris Drs. H. Marfuddin Kosasih SH. Narabar KH. Halim
Muhammad SH dengan anggota sebanyak 42 orang.

b) Komisi Il bidang Hukum Mawaris diketuai oleh H. Aaaft Aulawi MA
dengan sekertaris H. Zainal Abidin Abu Bakar SHrddamber KH. A
Azhar Basyir MA dengan anggota sebanyak 42 orang.

c) Komisi Il Bidang Hukum Perwakafan diketuai oleh Masrani Basran
SH sekertaris DR. H.A Gani Abdullah SH, Narasunf@f. Dr. Rahmat
Jatnika, dengan anggota sebanyak 29 otang.

Perumusan materi dilakukan di masing-masing kordasi, dibentuk
tim perumusannya, yaitu:

1. Tim Perumusan Komisi A tentang Hukum Perkawinan:

a. H.M. Yahya Harahap, SH;
b. Drs. Marfuddin Kosasih, SH;
c. KH. Halim Muchammad, SH;
d. H. Muchtar zarkasi, SH;
e. KH. Ali Yafie;
f. KH. Najih Ahyad.
2. Tim Perumusan Komisi B tentang Hukum Kewarisan:

a. H.A. Wasit Aulawi, MA;

34 |bid .
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b. H. Zaenal Abidin Abubakar,SH;

c. KH. Azhar Basyir;

d. Prof. KH. Md. Kholid, SH;

e. Drs. Ersyaad, SH.
3. Tim Perumusan Komiai C tentang Hukum Perwakafan:

a. H. Masrani Basran, SH;

b. DR. A. Gani Abdullah, SH;

c. Prof. DR. H. Rahmat Jatnika;

d. Prof. KH. Ibrahim Husain, LML;

e. KH. Azis Masyurt®

Dalam lokakakrya Nasional terssebut disepakatupgd dirmuskan

hukum Islam yang bercorak di Indonesia. Di antaesepta lokakarya
mengiginkan Kompilasi dapat diundang melalui Undandang. Namun di
sisi lain, ada kekhawatiran jika Kompillasi dikelkan dalam bentuk
Undang-undang, sudah barang tentu, jika melalui ,DERerkirakan
menemui kesulitan dan akan memakan waktu yang séaga jika tidak
malah berlarut-larut. Sebagian lain agar di tuangkilam peraturan
pemerintah dan keputusan Presiden. Agaknya tariknarile antara
kompilasi diwujudkan dalam bentuk undang-undandgingdidak peraturan

pemerintah cukup kuat. Hal ini didasari pandangamhwa Kompilasi

35 |bid, him. 48
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Hukum Islam diharapkan mejadi Hukum Materiil dantekeuan yang
terdapat dalam pasal 49 UU No. 7 Tahun 1%89.

Pada tanggal 29 Desember 1989 pemerintah mengukatang
berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 (LN 18M8%9) tentang
Peradilan Agama. Berlakunya Undang-undang ini meygupengaruh
yang sangat besar terhadap proses penyusunan ksmiilkum Islam.
Undang-undang No. 7 Tahun 1989 adalah mengatwartgriiukum Formal
yang akan akan dipakai dilingkungan Peradilan Agakukum Formal
secara teori adalah adalah unntuk “mengabdi” kepatam mateial. Akan
tetapi sebagai mana telah dikemukakan dalam utardahulu sampai saat
ini hukum material mana yang di pergunnakan bagadilan Agama masih
belum jelas dan untuk keperluan itulah Kompilsakktta Islam disusun.
Dengan demikian, maka dengan berlakunya Undangragndid. 7 Tahun
1989 menjadi dorongan yang lebih kuat untuk memiabirnya hukum
materiilnya yaitu Kompilasi Hukum Islaif.

Pada akhirnya setelah melalui perdebatan yang spaggang, pada
tanggal 10 Juni 1991 Presiden menandatangi IntrBkssiden Republik
Indonesia No. 1 Tahun 1990. Sejak saat itu secamamal berlakulah
Kompilasi Hukum Islam diseluruh Indonesia sebag#um materil yang
dipergunakan dilingkungan Peradilan Agama. Sebagdiak lanjutnya,
pada tanggal 22 Juli 1991 Menteri Agama telah mielagean keputusan

No. 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Intruksid®e RI No. 1 tahun

% Ahmad Rofig,op.cit. him. 94
¥ bid.
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1991 tanggal 10 Juni 1991. Selanjutnya Kompilasi disebarluaskan

kepada semua ketua Pengadilan Tinggi Agama danaKPengadilan

Agama melalui Surat Edaran Direktur Pembina Badaradilan Agama

Islam tanggal 25Juli 1991 No. 3694/EV/HK.003/AZf81.

3. Landasan dan Sistematika Kompilasi Hukum Islam
a. Landasan Kompilasi Hukum Islam
1) Landasan Yuridis
Landasan yuridis mengenai perlunya hakim mempédsdrati
kesadaran hukum masyarakat adalah Undang-undang! N@ahun
2004 Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: “Hakim wailenggali,
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan r&sadilan yang
hidup dalam masyarakat’. Dan di dalam figh ada &aid/ang
mengatakan bahwa: Hukum Islam dapat berubah kgvenzbahan
waktu, tempat dan keada#h.
2) Landasan Fungsional
Kompilasi Hukum Islam adalah figh Indonesia kareaa

disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhanrhukuat Islam
Indonesia. la bukan merupakan madzab baru tetapempersatukan
berbagai figh dalam menjawab persoalan figh. Damgaeh pada
Unifikasi Madzab dalam hukum Islam. Oleh karena ididalam

sistem hukum Indonesia ini merupakan bentuk tetd&kaifikasi

%8 |bid, him. 51
% Zainudin Ali, Hukum Islam Pengantar Hukum Islam Di Indoneskt, Il. Jakarta: Sinar
Grafika, him. 99
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hukum yang menjadi arah pembangunan hukum nasiahal
Indonesid?
b. Sistematika Kompilasi Hukum Islam
Sebagaimana yang telah disinggung di muka bahwapiasn
Hukum Islam ini hanya memuat tiga ketentuan hukuatenil Islam,
yakni ketentuan-ketentuan hukum perkawinan, hukamakisan, hukum
perwakafan. Ketiga pengelompokan bidang hukum beitseditulis
didalam Kompilasi Hukum Islam secara terpisah, n@gsnasing dalam
buku tersendiri. Dalam setiap buku, ketentuan §gasi bidang hukum
terbagi kedalam bab-bab, dan masing-masing lagiailidalam bagian
pasal-pasal. Teknik penomoran bab-bab dan bagigiasbadiurutkan
sesuai dengan pengelompokan buku. Sedangkakn pesmordiurutkan
secara keseluruhan dari buku pertama hingga buigaké
Dengan demikian sistematika Kompilasi Hukum Islaardiri
dari:
I. Tiga Buku, dan 229 Pasal, yaitu:
1. Buku I: Hukum Perkawinan, yang terbagi dalam:
a) XIX (sembilan belas bab)
b) 170 Pasal (dari Pasal 1-170)
2. Buku II: Hukum Waris, yang terbagi dalam:
a) IV (enam) bab

b) 44 Pasal (dari Pasal 171-214)

“0 Ibid, him. 100.
“1 Abdurrrahmangp. cit.,hal. 49.
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3. Buku llI: hukum perwakafan, yang terbagi dalam:

a) V (lima) bab

b) 15 Pasal (dari Pasal 215-229)

II. Penjelasan atas Buku-buku Kompilasi Hukum Islam
1. Penjelasan Umum
2. Penjelasan Pasal-patal

Masalahiddah dalam KHI diatur pada Bab XVII tentang Akibat
Putusnya Perkawinan bagian kedua yaitu waktu tungggal 153, 154,
dan 155. Akan tetapddah yang dijelaskan dalam pasal-pasal tersebut
hanyalahiddahyang telah disepakati oleh para ulama’.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, masalatdah atau waktu tunggu
dijelaskan dalam pasal 153, 154 dan 155. Pasal aa® (1) KHI
menyatakan : “ bagi seorang isteri yang putus pér@nya berlaku
waktu tunggu atauddah, kecuali gabla ad-dukhuldan perkawinannya
putus bukan karena kematian suami.”

Adapun macam — macaiddah dalam KHI dijelaskan sebagai
berikut :

1. Putus perkawinan karena ditinggal mati suami
Pasal 153 ayat (2) huruf a KHI menjelaskan : “ @pab
perkawinan putus karena kematian, walaugahla ad-dukhylwaktu
tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hani’ .blerdasarkan Surat

al-Bagarah (2) : 234.

2 Marzuki Wahid.op.cit. him. 162.
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Ketentuan di atas berlaku bagi isteri yang ditaigmati
suaminya dalam keadaan tidak hamil. Sedangkan lapatari tersebut
dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu bagi mesekdah sampai
ia melahirkan sebagaimana dijelaskan dalam pa&hagat (2) huruf d
KHI. Hal ini didasarkan pada Surat at-Talaq (68) :

2. Putus perkawinan karena perceraian
Isteri yang dicerai suaminya dapat berlaku beberapa
kemungkinan waktu tunggu sesuai dengan keadaannya :
a. Dalam keadaan hamil.

Apabila isteri dicerai suaminya dalam keadaan hamaka
iddalnya sampai ia melahirkan kandungannya seperti adiain
dalam pasal 153 ayat (2) huruf c KHI.

b. Apabila dicerai suaminya setelah terjadi hubunggarkin gukhu):

1) Bagi yang masih datang bulan, waktu tunggunya adada kali
suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari (pasal ¥&3(2) huruf
b KHI).

2) Bagi yang tidak atau belum datang bulan makkhya tiga
bulan atau 90 (sembilan puluh) hari(pasal 153 &nthuruf b
KHI).

3) Bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu ateemjddah
tidak haid karena menyusui malddahnya tiga kali waktu suci

(pasal 153 ayat (5) KHI).
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4) Dalam keadaan pada ayat (5) tersebut bukan karemsyusui
makaiddaya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu
satu tahun tersebut ia berhaid kembali, makihnya menjadi
tiga kali suci (pasal 153 ayat (6) KHI).

3. Putus perkawinan karemiaskh, khuludanli’an

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena
khulu’ (cerai gugat atas dasar tebusan ataad dari isteri), fasakh
atauli'an, maka waktu tunggu berlaku sepadilah talak (pasal 155
KHI).

4. Isteri ditalakraj’'i kemudian ditinggal mati suami dalam maddah

Apabila isteri tertalakraji kemudian dalam waktuddah
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruydi, (&) dan ayat
(6) pasal 153 KHI ditinggal mati oleh suaminya, makdamya
berubah menjadi empat bulan sepuluh hari (130 harbitung saat
matinya bekas suami (pasal 154 KHI).

Selanjutnya dalam pasal 153 ayat (4) KHI menjelagsbahwa
bagi perkawinan yang putus karena perceraian, sngwaktu tunggu
dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Aganmg yaempunyai
kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinag gatus karena

kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematizms{’

43 Ahmad Rofig,op.cit. him.314.
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B. Perhitungan lddah Perempuan Yang Berhenti Haid Ketika Menjalani
Masa lddah Karena Menyusui Dalam Kompilasi Hukum Islam

Masa iddah dalam pasal 153 KHI mempunyai beberagzam yang
dapat diklarifikasi sebagai berikut pasal KHI bagiorang istri yang putus
pekawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, Kegadla al-dhukul dan
Perkawinannya putus bukan karena kematian suamktuwiunggu bagi
seorang janda ditentukan sebagai berikut: apal@ikawian putus karena
kematian, walaupun gabla al-dhukul, waktu tungdatdpkan 130 hari apabila
perkawinan putus atas perceraian waktu tunggu yeesgh haid ditetapkan 2
kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dagi lyang tidak haid
ditetapkan 90 hari apabila perkawinan putus kameer@erian sedang janda
tersebut dalam keadaan hamil maka waktu tunggutagkan sampai
melahirkan.

Apabila perkawinan putus karena kematian, sedandajaersebut
dalam keadaan hamil maka waktu tunggu ditetapkamparaanak itu lahir.
tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawiremena perceraian sedang
antara janda tersebut dengan bekas suaminya qdbtthukhul. bagi
perkawinan yang putus karena perceraian, tenggaaiduwtunggu dihitung
sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang mempkekuatan hukum
tetap, sedangkan bagi perkawinan peyang putus &atematian, tenggang
waktu tunggu dihitung sejak kematian suami. wakinggu bagi istri yang
pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah twdadk karena menyusui,

maka iddahnya 3 kali waktu suci. Dalam keadaanrtiepada ayat 5 bukan
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karena menyusui, maka iddahnya selama 1 tahun,tetapi bila dalam waktu
satu tahun tersebut ia berhaid kembali maka iddahmgnjadi 3 kali suci.

Hukum Islam dan peraturan yang dibuat oleh suaganaeterkadang
tidak berjalan secara beriringan, artinya keduditlgk bisa bertemu satu sama
lainnya. Kadang aturan pemerintah membolehkan iteddarang menurut
hukum Islam, begitu juga sebaliknya. Inilah yanghjadi salah satu problema
masyarakat muslim yang tinggal di negara non Islartinya negara yang
tanpa aturan syariat Islam termasuk Indonesia.

Salah satu permasalahan tersebut adalah mengeh#@upganiddah
Indonesia telah sedemikian rupa mengatur madgdtdh ini dalam beberapa
peraturan yang mengikat bagi setiap warga negara.

Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedanda paaktu
menjalani iddah tidak haid karena menyusui, makiahdya tiga kali waktu
haid. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena manyoaka iddahnya
selama satu tahun, akan tetapi bila dalam wedktin ®hun tersebut ia haid
kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci

Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tamggwaktu
dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agamg y@empunyai kekuatan
hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yangs (karena kematian,
tenggang waktu dihitung sejak kematian suami. Wakiggu bagi istri yang
pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah twdak karena menyusui,

maka iddahnya tiga kali waktu haid. dalam hal keadayat 5 bukan karena
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menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akapi tgta dalam waktu satu

tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya ndetiga kali suci.

Dalam Perhitunganiddah perempuan yang berhenti haid ketika
menjalani masdddah karena menyusui dalam KHI Pasal 153 ayat (5) KHI
dijelaskan bahwd;Bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu ateemj
iddahtidak haid karena menyusui maka iddahnya tigawaktu suci”.

Dalam hal ini, terdapat sebuah istilah yang dikelemgan wanita al-
Murtaabah. Wanita murtabah adalah wanita yang sikhidnya tidak teratur.
Wanita dalam kondisi ini ada dua keadaan:

» Sebelumnya memiliki siklus haid yang teratur kerandsiklus haidnya
berubah karena sebab yang diketahui, seperti menyescat atau sakit
yang masih ada harapan untuk sembuh. Dalam komiisi wanita
diwajibkan untuk bersabar sampai siklus haidnya Bam normal,
meskipun waktunya panjang. Setelah siklus haid laimiormal maka dia
menjalani masa iddahnya dengan hitungan quru’ (atemj 3 kali haid).
Ini adalah pendapat Utsman bin Affan, Ali bin Athdlib, dan Zaid bin
Tsabit radhiyallahu ‘anhum.

» Sebelumnya memiliki siklus haid yang teratur kerandsiklus haidnya

berubah namun sebabnya tidak diketahui.
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C.Dasar Hukum Iddah Perempuan Yang Berhenti Haid Ketika Menjalani
Masa lddah Karena Menyusui Dalam Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan yang tertuang dalam KHI Pasal 153 ayatt¢Esebut

berdasarkan pada pendapat ulama yang bermazhalii Sypatu Syaikh

Sulaiman, dalam karyanya yang bernama kitaBujraimi.
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Artinya: “Barang siapa (perempuan) berhenti haid karena ilperti
menyusui, nifas, atau sakit, maka ia beriddah dergeberapa suci
atau sampai usia menopause, lalu ia beriddah denigeberapa
bulan”

Dari keterangan kitab tersebut, kita pahami bahewasng perempuan
pada saat menjalani masaahtetapi dalam masa tersebut haidnya berhenti, ia
tetap bedddah menggunakamguru’, yakni tiga quru’. Jika ia tetap tidak
mengalami haid lagi, maka setelah ia mencapai o®aopausda cukup
beiddah dengan bulan, yakni tiga bulan. Setelah itu iaabudinyatakan
selesai menjalani masddah Semuanya itu, apabila berhentinya haid wanita

tersebut dikarenakan adanya suiiat (penyakit), seperti sedang menyusui,

nifas, atau sakit.



